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Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tﬁener' a
laporan dari masyarakat atas nama Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera
Barat yang beralamat di JI. Beringin Il A No. 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang.
Laporan mengenai dugaan Maladministrasi berupa penundaan berlarut oleh Gubernur

Sumatera_Barat elakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melakukan
pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
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Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan

surat permintaan klarifikasi | Nomor: T T/0726/LM.17-03/0458.2024/X1/2024, tertanggal
12 November 2024. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan.

Sehubungan dengan belum adanya tanggapan atas surat Perwakilan Ombudsman Republik
Indonesia Provinsi Sumatera Barat tersebut, perlu disampaikan bahwa sesuai Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia yang menyebutkan bahwa jika Terlapor tidak memberikan penjelasan secara
tertulis, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk kedua
kalinya meminta penjelasan secara tertulis. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari
permintaan penjelasan secara tertulis kedua kalinya tidak dipenuhi, Terlapor dianggap tidak
menggunakan hak untuk menjawab.

Demikian atas perhatian dan kerjasama, kami ucapkan terima kasih.
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Tembusan Yth:
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, di Jakarta
Menteri Dalam Negeri Rl, di Jakarta
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, di Padang
Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V, di Padang
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, di Padang
Bupati Tanah Datar, di Tanah Datar
Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar, di Tanah Datar
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Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



